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RINGKASAN

Diskusi tentang pidana mati  telabh  berlangsuang daemilkian
panjang dan kRemuangkinan akan tidak pesrnabh terselesalkan. Keadaan inid
terjadi tidak hanva di Indonesia saja tetapl juga teriadi  Jjuga di
beberapa negara yvang sudab mapan sebkalipun. Earena persepsi tentang
pidana matl inil sanga dipengaruhl oleh latar budava, pandangan hidup
hangsa dan pengalaman masyarakatnya. Pengaruh ind setiasp waktu  akan
terus Derkembang dan tentu saja akan mempengaruihi persepsi  tentang
padtana mati.

Ferkembangan dan perubahan persepsi pidana mati., baik yang
herkembang secara naslonal maupun internasional bharws  kita  lihat
gecara kritis dan dinamis. FPengabdosian kecenderungan  internasional
harus dilihat sebagai masukan dean bharus ditelaabh lebih lanjut  tanpa
mengesanpingkan pandangan hidup bangsa dan tujuan nasional,

Membicarakan ‘widana mati berarti kita memasulkl suatu  bidang
Mrakum pidana materiil .. Pidana matil itu merupakan salah  satu Jenis
sanksi yang ada di dalam FPerundang-undnagan kita di samping sanksi
pidana yang lain (Lihat Psl 10 KUHF) . Hukum pidana sebagai ultimatum
ramadium (obat terakbhir) baru akan digunakan apabila memang sanksi
vang lain tidalk cocok.

Fermasal ahan  yvang kemedian timbul adalah  apakab eksistensi
pidana  mati masih perlu dan tetap akan dipgrtahankan Reberadaannya
dalam  sistem hukun Indonesia. Hal tersebut dimunculkan  berdasarkan
argumnentasi pandangan hidup bangsa (Fancasila), persepsi  masyarakat
baik yvang setuju terhadap pidana matil ataupun vang ménmntamg,

Uﬁtuk menjawaly  permasalahan  tersebut  tentunya diperlukan
suatu  penslitian  yvang bersifat  Juridis normatif  dan sekalligus
pemaparan  secara  deskriptif. Mamuan apabila diperlubkan juga akan
ditunjang dengan penelitisan yvang bersifat sosiologis, vailtu suatu
cara meandapatkan data dengan berjun langsuig ke lapangan.

Dan tentunya suatw  penelitian akan  diakiri  dengan  suatu
kesimpulan, pidana mati memang diperiukan. Tetapli Jjugs ada  vang
barpandangan bahwa ancaman pidana mati itw tidak manusiawil untuk ituw
periu  dicariakn alternatif yvang tepat dengan tidak mengesampingkan
berbagal aspek vana melandanya.

Terselip harapan semnoga hasil penelitian ini  dapat  berguna
hagi kita senhua, Semoga.
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KATA PENGANTAR

Ferdd myubkur kuhaturkan kebadirat Tubhan yang Maha Kuasa karena
hanya berkat rahmat-dNyalah, penelitian ini dapat terselesailkan hinga
pada tahap pernulisan akhir.

Masalah pidana mati seperti kita keltabui bersama  adalah

masalah vang dapat dikatakan klasik, karena akan selalu ada. Ancaman

pidana mati ini memang kadang diperlukan untuk  mencegab eam
aekaligus menangoulangi bentuk-bentuk kejahatan vang tdipandang

sangat serius, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejabhatan
tarhadap nyvawa dan keijahatan menyvangkut kehidupan  orang  banvak.
Walaupun kadanokala dalam penerapannya kurang manusiawi.

Terlepas dari jltw semua kiranyvapenelitian kiranya penelitian
tentang pidamna matil memeang selayaknya dilakukan.

Arhirnya dalam kesempatan itu peneliti  penguecapkan  kepada
samee plhak yvang telabh membantu penelitian ini hingga selesail yang
dalam kesempatan ini tidak dapat kami sebuthan satu persaba,

Baran dan  kritik yvang membangun sangat kami  butukban  demi
Eesempurrnaan penulisan laporan  ini, ataupun  pada penelitian-
penelitian yvang akan datang.

Semoga hasil penelitian ini dapat berguan bagi kita semua.

Semarang, S0 Januaril 1993

Feneliti
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I. PENDAHULUAN

Farbincangan  dan  diskusi  tentang pidana mati  telah  berlangsuang
cangan memakan kurun waktu yvang cukup panjang. Barangkalil tidak akan
parnah berakhic dengan satu btitik tesmua yang menuaskan. FKondisi  yang
demikian ini tidak hanya terjadi di Indonesia sejae tetapi hampir di
& EMLAA negara.  Balk di negara vang  sudabhmapan Hiatemn huakum
nasionalnya  maupun yvang masib mencari-cari ataw  baru malaksanakan
pembangunan hukum nasionalnya sebagai ganti warisan penjajahnya.
Farubahan dan perlkembangan bukum nasiornal akan selalu bertumpu  pada
cita cita-~cita nasionalnya, pandangan hidup bangsa dan rasa keadilan
masyarakatnya.

Fearubahan  dan perkembangan yang terjadi di negara kita akan selalu
dan  harus berlandaskan pada azas filosofi bangsa dan negera kitas
vaitu Fancasila fang menjadi sumber hukum ideologi serta falsafah
hangsa. '

Untuk mewuwjudbkan pembangunan hukum nasional tersebut, sumber-sumber
Fdkum  yvang ada di negara kita dapat dijadikan  salabh  satu sumber
htkum - nasional di sampaing pengadopsian  kecenda@rungan-kecencsruingan
fakum  yvang  ada di berbagai negara. Fengabdosian  bhukum  asing  inid
Marus gilakukan sacara selektif. yang artinya tidak boleh
bertentangan dengan tuiuan dan cita@cita rasioanal .

Fondisli yvang demikian inilah yvang mendorong dilakuwkannya pembaharuan
¢l bBidamng bhukum pidana, terutama usaba-usaha permbabauan  dibidang
Eitakh Undang-undang Hukum Pidana Nasiomnal, vang merupakan warisan
Belanda. Yang di negeri Belanda sendivi telah berulangkali dilakukan
penyempurnaan dan  perbalkan terhadap  KUHF-nya, misalnva sanksi
pidamna mati sudah dikeluarkan dari EUHF-nva. Sedang di Indonesia
vang KUHP-nya konkordant dengan negeri Relanda masib  dicantumban,
Hal ini mgrupakan salabh satul contoh periunyva dilaksankan pembaharuaan
hukum pidana yvang sesual dengan kondisi dan pandangan hidup  bangsa
serta cita~cita nasional.

EKhusus un sanksi o pidana  mati  hingga kimd masdh P Ama
diperbincangkan oleh  para  ahli hukum pidana  maupun tokobh-tokoh

masyarakant lainnya yang mempunyai interest terbadap sanksipidana



mati .

Mengenal sanksi pidana mati hingga kini masih ada dua  kubu  yang
masing—masing bersikukuh terhadap pendapatnya. Yang satu menghendaki
dihapuskannya ancaman pidana matil dan yvang satu menghendaki masih
dipegrtahankannya ancaman pidana mabi. Masing-masing bersikukuh
disertal dengan argum@ntaginya MAaBLNg-masing.

Barbicara mengenal pidana mati berarti kita msemasuki salah  sato
bagian dari bhukum materiil (substansial). Pidana mati itu sendiri
merupakan  salabh satu jenis saksi vang diatuwr dan dianut oleh hubkum
pidana kita. Disamping sanksi pidama mati masib terdapat sanksi yang
lain  (Fsl 10 KUHF) yvaitu pidana penjara, pidana kurungan dan denda
saerta pidana tambahan.

Sanksi pidana 1ini sifatnya khusus karena dapat mernimbiilkan
penderitaan  bagi  yang dikenainya. Hal ini yvang membedakan dengan
lapargan bukum vang lain. Karena sifatnya yvang khusus ini  maka
sanksl  hubkum  pidana harus ditempatkan pada warutan yvang terakhir,
yvaitu apabila sarana-sarana yang lain sudah dipandang tidak mampu
untuk mengatasinya. Yang dalam bahas Latin dikenal dengan  distilah

wltimatum remedium,

Teatapi ela) am Ckondisi~kondisi terterntu Y ang mexrg hendak i
dikedepankannya sanksi hukum pidana di samping bukum yang lain, yvang

lJebih  diutamakan seéebagai obalt vang mujarab. Fandangan yvang deikian

Sebenarnya hal tersebut  bersangkut  paut  dengan  masalabh  fuwjuan
gdijatuhkannya pidana. Ealau bertitik tolak pada korban VA
menderita  akibat  kejahatarn  tanpa mempertimbangkan pelaku, maka
rasanya sanksi pedana sebagal premum remedium  lebin  dikedepankan.
Yaituw pidana setimpal dengan perbuatan yvang telah dilakukannvya,
Sedangkan  bila bertitik tolak pada segi pelaku  yang perlu untubk
diperbaiki maka sanksi pidana sebagal sarana tahap akhir lebih
diutamakan. Kondisi yvang demikian itu juga tidak terkecuali  pada
aanksl pidana mati.

1leh karena itu  hendaknya ditempuh cara yang terpadu dalam
menjatuhkan sanksi pidana, yvaitu disamping memperhatikan korban juga
diperhatikan kepenitingan si pelaku sekaligus kepentingan masvarakat

lulas.
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Artcaman  pildana mati diatuwr di dalam berbagai ketentuan perundang-

untdangan, yaitw 3

- EUHF dalam Fasal 104 vaitu kejahatan terbadap keamanan negara.

~ KUHF dalam Pasal 340 yvaitu terhadap pembunuhan herencana.

- KUMF dalam  Pasal 3465 ayat (4) dan Fasal 268 ayat (2 tentang
perncurian  dan  pencurian  dan pemerasan  dengan kehkerasan vang
menyebabkan hilangnysa nyawsa sSeseorang.

~ Kejahatan terhadap senjata api. tndang-undang NMo. 1/Drb/1951

- Kejahatan subversi yaitw Undang-undang No. 11/PNPS/194E

—~ Kejahatan penerbangan dan pragsarana penerbangan.

kKejahatan-kejahatan ini semuanya bersifat berat dan mengnacam
kepentingan vang sangat vital bagi perseorangan  (nyawa)  alaupun

masyarakat dan negara.

Alkhirnya  hendaknya dalam memberikan  sanksi  pidana mat i
chilabualoan dengan  sangat berhati-hati. Dan i tuk maemperkecil
kemungkinan kekeliruan, baik mengenal orangnya atat hubkumnya

haruslah dibuat rambu-rambu untuk menghindari hal-hal  yang  tidak
diharapkan tersebut,
Bertitik tolak dari araian tersebut maka kKiranva masalah

pidana mati itu sangat relevan wuntuk diteliti.





